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- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang 

berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan memperhatikan potensi 

Kabupaten Murung Raya;  bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian 

dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya serta 

menyesuaikan dengan hasil pemetaan potensi, perlu dilakukan perubahan 

dan penyesuaian materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa untuk 

melaksanakan ketentuan 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat yang menyebutkan untuk 

seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan 

Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;  

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 

 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6); UU No.5 Tahun 

2002; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 

Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 

2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 

Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana 

telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 

34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI 

No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 9 Tahun 2016. 

 

- Dalam Peraturan ini diatur tentang  Pajak Daerah adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Ruang lingkup materi muatan 

Peraturan Daerah ini, meliputi: pajak daerah; retribusi daerah;  tata cara 

pemungutan pajak dan retribusi; insentif pemungutan pajak dan retribusi; 

sanksi administrasi; ketentuan penyidikan;  ketentuan pidana;  ketentuan 

lain-lain; dan ketentuan peralihan. 

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 

Retribusi Daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu: retribusi jasa umum; 

retribusi jasa usaha; dan retribusi perizinan tertentu . 

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya" 

merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar 

oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang 

diajukan pengembalian kelebihan pembayaran 

 

 

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 

1 Maret 2024 

- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), dan/atau Pasal 113 ayat 

(2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

- Lamp 62 Hlm 

 

 

 

 

 

 


